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ABSTRAK 

Ferria Soraya, 201510117010, Skripsi, Tinjauan Hukum Status Bank Sebagai 

Kreditur Separatis Ketika Debitur Mengalami Kepailitan Terkait Asas  

Perlindungan yang Seimbang. Jumlah 79 Halaman, 2019. 

Dalam hal debitur mengalami kepailitan, Bank selaku kreditur separatis pemegang 

jaminan hak tanggungan sangat dibatasi kewenangannya dalam mengeksekusi 

jaminan. Hal ini terjadi karena semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan sama sekali tidak 

menyinggung ketentuan yang ada pada Undang-Undang Hak Tanggungan yang 

memberikan jaminan perlindungan terhadap Bank selaku kreditur separatis..        

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum Bank selaku 

kreditur separatis yang memiliki jaminan Hak Tanggungan menurut Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang terkait dengan Tanah dan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan asas perlindungan yang seimbang bagi kreditur 

separatis ketika debitur mengalami kepailitan terkait dengan pasal 59 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode normatif 

empiris dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi 

lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi penyimpangan asas 

integrasi antara Pasal 55 dengan Pasal 56 dan Pasal 59 dalam Undang-Undang 

Kepailitan itu sendiri dan terhadap ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak 

Tanggungan yang terkait dengan jaminan perlindungan kreditur separatis, sehingga 

pada saat debitur mengalami kepailitan, Bank selaku kreditur separatis mengalami 

disfungsi kewenangan terhadap jaminannya. Kedua undang-undang memberikan 

status hukum yang sama namun memberikan perlindungan yang berbeda. 

Ditemukan bahwa UUK-PKPU tidak menerapkan asas perlindungan yang 

seimbang kepada kreditur separatis dimana jangka waktu eksekusi selama 2 (dua) 

bulan yang diberikan pada prakteknya sangat mustahil bagi Bank selaku kreditur 

separatis untuk mendapatkan pengembalian hutang debitur yang sesuai dengan nilai 

jaminannya, sehingga diperlukan perbaikan terhadap UUK-PKPU agar Pasal 56 

dan Pasal 59 dapat integrasi dengan Pasal 55 dan undang-undang terkait sehingga 

asas perlindungan yang seimbang dapat diterapkan sesuai amanat perlindungan 

hukum yang digariskan dalam UUD 1945. 

 

Kata Kunci: Hak Tanggungan,  Kreditur Separatis, Debitur Pailit, Asas 

Perlindungan yang Seimbang 
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ABSTRACT 

 

Ferria Soraya, 201510117010, Thesis, Legal Perspective about Position of the 

Bank as “Secured Creditor”, when debtor is in the bankruptcy, related to equality 

principle act. Total 79 pages. 

When debtor is in bankruptcy, bank as “Secured Creditor” and holder of bail right 

has limitation in terms of executing the collateral. This is due to all bankruptcy 

cases are examined and decision are made based on Act Number 37 of 2004 re 

Bankruptcy and Delayed Debt Settlement  and is not - by any mean - touch upon 

the legislation re Bail Right which provides protection guarantee for banks as 

Secured Creditors.  

The objective of this research is to identify the legal status of bank as Secured 

Creditor which has the Bail Right according to Act Number 4 of 1996 about Bail 

Right on Lands and other items related to lands, and also according to Act Number 

37 of 2004  about Bankruptcy and Delayed Debt Settlement. The other objective is 

to understand how the implementation of equality principle for Secured Creditor 

when debtor is in bankruptcy related to chapter 59 point 1 Act Number 37 of 2004 

re bankruptcy and delayed debt settlement. This research uses normative empirical 

method and data collections from reference and field study. From the research 

conducted, it can be concluded that there is an inconsistency between chapter 56 

and 59 within bankruptcy legislation, and also against the content of chapter 21 

legislation of Bail Right related to the protection right of Secured Creditor, in such 

a way that if a debtor is a bankruptcy stage, bank as secured creditor possess 

disfunction of its right for the collateral. Both legislation offer the same legal status 

but different protection principles. It is concluded that Bankruptcy Act does not 

produce the same protection for secured creditor whereby the 2 (two) months 

period given by the legislation in real life makes it almost impossible for banks as 

secured creditor to get the recovery with the same value of the collateral. It is 

therefore a need to do the revision of Bankruptcy Act for chapter 56 and 59 to be 

integrated with chapter 55 and related legislation in order for the equality principle 

can be implemented in accordance with legal protection mandated in UUD 1945. 

Key Words: Bail Rights, Secured Creditors, Bankrupt Debtor, Balanced 

Protection Principle 
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